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SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

NOMOR  05  TAHUN 2012 

TENTANG 

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 
DI KABUPATEN BULUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI BULUNGAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan dasar dan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta 
keluarganya, dipandang perlu mengatur pelaksanaan Program 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Bulungan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten 
Bulungan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3468); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456); 
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5176); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan 
Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang 
Timbul Karena Hubungan Kerja; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia tahun 2011 Nomor 694); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 
Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 

Nomor 18); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

dan 

BUPATI BULUNGAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM 
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI KABUPATEN BULUNGAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Bulungan.  

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / 
pengguna barang. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Bulungan. 

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Bulungan. 

9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Jamsostek adalah 
suatu perlindungan bagi Tenaga Kerja dalam bentuk santunan berupa uang 
sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan 
pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh Tenaga Kerja 
berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 

10. Badan Penyelenggara adalah PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kantor Cabang 
Tanjung Redeb dan/atau Bulungan. 

11. Pengusaha adalah : 

a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu 
perusahaan milik sendiri. 

b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 
menjalankan perusahaan bukan miliknya. 

c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili 
perusahaan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang 
berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

12. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan Tenaga 
Kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun 
milik negara. 

13. Tenaga Kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam 
maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. 

14. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada Tenaga 
Kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau 
dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau Peraturan 
Perundang-Undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 
pengusaha dengan Tenaga Kerja termasuk tunjangan baik untuk Tenaga Kerja 
sendiri maupun keluarganya. 

15. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan 
hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja 
demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah 
menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar 
dilalui. 

16. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan 
gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau 
perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. 

http://www.bphn.go.id/
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17. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kerja 
akibat kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit 
yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi 
dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang 
kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. 

18. Jaminan Kematian adalah santunan yang diberikan akibat kematian bukan 
karena kecelakaan kerja. 

19. Jaminan Hari Tua adalah santunan berupa tabungan selama menjadi peserta 
ditambah dengan hasil pengembangannya. 

20. Peserta adalah Pengusaha dan Tenaga kerja yang ikut serta dalam program 
Jamsostek. 

21. Tenaga Kerja harian lepas adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada pengusaha 
untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu 
maupun kontinunitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas 
kehadirannya secara harian. 

22. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk 
melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dengan hal waktu dengan 
menerima upah didasarkan pada volume pekerjaan atau satuan hasil kerja. 

23. Tenaga Kerja Kontrak adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk 
melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas 
kesepakatan untuk hubungan kerja untuk waktu tertentu. 

24. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas 
atau pemilik pekerjaan/proyek  yang memerlukan jasa. 

25. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya 
menyediakan layanan jasa. 

26. Jasa adalah layanan jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa konsultasi 
pengawasan pekerjaan. 

27. Pekerjaan adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan 
dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup Arsitektual Sipil, 
Mekanikal, Elektronikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta 
kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. 

28. Kontrak kerja adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum 
antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan. 

29. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang 
secara langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnnya kemampuan untuk 
menjalankan pekerjaan. 

30. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan 
oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. 

31. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, 
pengobatan, dan/atau perawatan. 

32. Dokter penasehat adalah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atas 
usulan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

33. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai tekhnis berkeahlian khusus 
dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk. 

34. Keluarga adalah : 

a. Suami/istri yang sah menjadi tanggung jawab tenaga kerja dan terdaftar  
pada badan penyelenggara; 

b. Anak kandung, anak angkat dan anak tiri yang belum berusia 21 tahun, 
belum menikah, tidak mempunyai pekerjaan yang menjadi tanggungan 
Tenaga Kerja dan terdaftar pada badan penyelenggara maksimal 3 anak. 

35. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 
Timur Cabang Tanjung Selor. 

http://www.bphn.go.id/
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BAB II 

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 

Pasal 2 

Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan 
sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dengan mempekerjakan 
orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja. 

Pasal 3 

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja diselenggarakan 
Program Jamsostek yang pengelolaannya dilakukan dengan mekanisme 
Asuransi oleh PT. Jamsostek. 

(2) Setiap tenaga kerja berhak atas Jamsostek. 

(3) Penyelenggara program Jamsostek Kerja bagi Tenaga Kerja harian lepas, 
borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dan sektor jasa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pasal 4 

Program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh 
setiap perusahaan dan penyedia jasa yang mempunyai Tenaga Kerja yang 
melaksanakan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku. 

Pasal 5 

(1) Program Jamsostek meliputi : 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ; 
b. Jaminan Kematian (JK) ; 
c. Jaminan Hari Tua (JHT) ; 
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). 

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, : 

a. berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja; 
b. dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan apabila pelayanan 

yang dilaksanakan lebih baik dari Badan Penyelenggara. 

BAB III 

KEPESERTAAN DAN PROGRAM 

Pasal 6 

(1) Setiap penyedia jasa dan perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja 
harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) 
bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam 
Program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). 

(2) Dalam hal penyedia jasa dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 
harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu untuk melakukan 
pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, 
dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib 
mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang harus dilakukan terhitung sejak tenaga 
kerja tersebut bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut. 
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